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ABSTRAK 

 

KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) 

DALAM PENERTIBAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU 

 

Oleh : 

 

REZA SUWARNI 

12070520806 

 

Koordinasi antar organisasi perangkat daerah merupakan hal penting 

dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini di latar belakangi dengan 

lemahnya koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku ketua 

anggota reklame dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan 

penertiban reklame di Kota Pekanbaru. Peningkatan reklame yang bermasalah 

hal ini menjadi persoalan sehingga sudah menjadi tanggung jawab untuk 

dilakukannya koordinasi mengenai masalah reklame ini jika diabaikan akan 

mengakibatkan meningkatnya jumlah reklame ilegal atau tanpa izin, Fluktuasi 

penerimaan pajak reklame yang tidak konsisten serta gangguan terhadap estetika 

kota dan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

koordinasi antar organisasi perangkat Daerah dalam penertiban reklame di Kota 

Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan 

pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi terkait koordinasi 

antar organisasi perangkat daerah dalam penertiban reklame. Penelitian ini 

menggunakan teori dari stoner dan wankel (2006) dengan indikator dimensi 

koordinasi yaitu komunikasi,kerjasama,sinkronisasi dan integrasi/kesatuan 

tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi Antar Organisasi 

Perangkat Daerah Dalam Penertiban Reklame belum sepenuhnya optimal 

ditandai dengan pelaksanaan koordinasi penertiban reklame dari tahun 2021 ke 

tahun 2023 belum mencapai kesepakatan target pelaksanaan penertiban reklame 

tersebut. Kendala utama adalah lambannya penindakan pelanggaran akibat 

belum adanya penetapan SOP koordinasi penertiban reklame. Peneliti 

menyarankan tim koordinasi untuk membuat SOP guna meningkatkan efektivitas 

koordinasi.  

 

Kata Kunci : Koordinasi, Penertiban, Reklame 
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ABSTRACT 

 

COORDINATION BETWEEN REGIONAL ORGANIZATIONS (OPD) IN 

CONTROLLING ADVERTISEMENTS IN PEKANBARU CITY 

By : 

 

REZA SUWARNI 

12070520806 

 

Coordination between regional apparatus organizations is important in 

government governance. This research is based on weak coordination between 

the Regional Revenue Agency (Bapenda) as the head of the advertising team, the 

One Stop Investment and Integrated Services Service and the Civil Service Police 

Unit (Satpol PP) in carrying out control of billboards in Pekanbaru City. This 

increase in problematic billboards is a problem so it is our responsibility to 

coordinate regarding this issue of billboards. If ignored, it will result in an 

increase in the number of illegal or unlicensed billboards, inconsistent 

fluctuations in billboard tax revenues and disruption to the city's aesthetics and 

public order. This research aims to find out how coordination between regional 

organizations is in controlling advertising in Pekanbaru City. The research 

method used is a qualitative method with data collection in the form of 

observations, interviews, documentation related to coordination between regional 

apparatus organizations in controlling advertising. This research uses the theory 

of Stoner and Wankel (2006) with indicators of coordination dimensions, namely 

communication, cooperation, synchronization and integration/unity of action. The 

results of the research show that coordination between regional apparatus 

organizations in controlling advertisements is not yet fully optimal, as indicated 

by communication at meetings which are not routinely held throughout the year 

and the implementation of coordination in controlling advertisements from 2021 

to 2023 does not reach an agreement on the target for implementing regulation of 

advertisements. Because there are obstacles that have not yet established an SOP 

for coordinating billboard control, the researcher provides suggestions to the 

advertising control coordination team to create a coordination SOP to achieve 

effectiveness regarding coordination. 

 

Keywords: Coordination, Control, Advertising 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara yang berkembang dengan pembangunan di 

berbagai sector baik di tingkat pusat maupun di daerah (Kementerian & Bappenas,  

2019). bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bermasyarakat serta 

pembangunan dilakukan dengan memperhatikan ketertiban, dan kebersihan 

lingkungan (Todaro & Smith,  2006). Pembentukan Otonomi daerah sebagai 

bentuk desentralisasi pemerintahan untuk memenuhi kepentingan pemerintah 

daerah secara keseluruhan artinya pemberian wewenang / ruang kepada 

pemerintah daerah untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan nasional serta 

mengatur tata kelola pemerintahannya (Suharjono,  2014). 

Diantara tata kelola pemerintah termasuk salah satunya tata ruang 

perkotaan yang harus dikelola melibatkan penempatan strategis,termasuk salah 

satunya reklame. Reklame berdampak pada kehidupan kota (Marzuki et al.,  2013)  

karena ditempatkan di jalan yang mudah diakses masyarakat. Penataan reklame 

perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas visual lingkungan perkotaan 

(Pratiwi & Tantawi,  2006). Pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 tahun 

2021 mengenai Reklame mendefinisikan reklame sebagai suatu alat atau media 

dengan berbagai bentuk yang tujuan utamanya adalah memperkenalkan, 

mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa reklame 

ini dapat diakses oleh umum melalui berbagai indera seperti penglihatan, 
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pendengaran, perasaan, dan/atau nikmati.  

Semakin banyak reklame yang terpasang di sebuah kota semakin susah 

penataannya namun semakin banyak reklame ini juga akan meningkatkan 

penerimaan pajak reklame (Kurniawan, 2004). Kepentingan pemerintah terkait 

tata kelola reklame adalah mendapatkan penerimaan retribusi reklame sebagai 

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini,pemerintah 

seringkali lebih memprioritaskan penerimaan retribusi dibandingkan dengan 

faktor keindahan kota, keamanan, dan keselamatan lingkungan. Sementara bagi 

pengusaha, reklame menjadi sarana promosi produk yang diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk tersebut. Pengusaha 

seringkali memiliki reklame yang besar,  tinggi, dan ditempatkan pada lokasi 

strategis untuk maksimalitas pemaparan. Hal ini mencakup pemilihan warna, 

penerangan, dan lokasi yang mencolok agar reklame dapat mendominasi 

pandangan lingkungan sekitar. Persaingan ini menciptakan masalah tata ruang 

kota yang semakin kacau dengan munculnya reklame yang saling tumpang 

tindih,bersaing untuk mendapatkan perhatian dari pengguna jalan (Merina,  2022). 

Setara dengan hasil penelitian yang di lakukan Wiwit Pratiwi & Tantawi 

menyatakan Pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan tempatnya memiliki 

dampak serius terhadap gangguan keamanan, kenyamanan publik, dan keindahan 

tata kota. Jika tata kelola reklame tidak memperhatikan keamanan dan 

kenyamanan, ada potensi bahwa suatu saat reklame tersebut dapat roboh, 

menyebabkan risiko cedera bagi orang lain (Pratiwi & Tantawi,  2006)  
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Kota Pekanbaru sebagai pusat perekonomian di Provinsi Riau mengalami 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk yang signifikan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Pekanbaru 

meningkat dari 994.585 jiwa pada tahun 2021 menjadi 1.020.308 jiwa pada tahun 

2023. Pertumbuhan ini mendorong aktivitas usaha dan meningkatkan kebutuhan 

reklame sebagai promosi produk dan memberikan informasi ke masyarakat luas. 

Berdasarkan data peningkatan jumlah wajib pajak reklame di Kota 

Pekanbaru dari tahun 2021 ke tahun 2023. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak 

reklame tercatat sebanyak  67.818 unit. Sementara itu, di tahun 2022, jumlah 

wajib pajak reklame meningkat menjadi 68.523 unit. Di tahun 2023 sebanyak 

68.964 hal tersebut dilihat terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Demikian data 

menunjukkan jumlah reklame di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan setiap 

tahunnya tetapi kebijakan izin reklame di tetapkan pada peraturan walikota nomor 

50 tahun 2021 yang mewajibkan pemasangan reklame secara legal pada 

kenyataanya tidak diikuti oleh seluruh reklame yang terpasang pada berbagai titik 

lokasi kota pekanbaru walaupun sangat jelas kebijakan yang mengaturnya,namun 

di lapangan masih cukup banyak penyelenggara reklame yang tidak melakukan 

perizinan reklame sebelum memasang reklamenya salah satu nya pada kasus di 

bawah ini. berikut gambarnya 
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Gambar 1. 1 Tiang Reklame Yang Tidak Berizin

 

Sumber : cakaplah.com,2024 

Tiang reklame di atas berdiri di jalan riau yang didapatkan tidak memiliki 

izin. pemandangan ramai pendirian reklame dapat dilihat di 5 titik pada kawasan 

yang sering di akses masyarakat yaitu jalan Riau, jalan sudirman, jalan arifin 

ahmad, jalan tuanku tambusai, jalan HR.soebrantas Pemasangan reklame dijalan 

tersebut tentu didasarkan atas kompetisi usaha yang semakin ketat. Persaingan ini 

menimbulkan permasalahan tata ruang kota yang semakin semrawut dengan 

kemunculan reklame yang saling tumpang tindih untuk memperebutkan perhatian 

pengguna jalan (Merina,  2022). Seiring pertumbuhan itu di Kota Pekanbaru 

tumbuh dan tidak terkendali permasalahan tersebut seperti kurangnya izin dan 

masalah pajak yang cukup meresahkan.  

Dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperuntukkan untuk 

bangunan reklame yang memiliki tiang reklame dengan luas bidang lebih dari 

dan/atau sama dengan 8 m
2
, permohonan Izin diajukan secara tertulis kepada Wali 
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Kota melalui DPMPTSP. Permohonan izin harus dilengkapi persyaratan 

administrasi dan persyaratan teknis serta mendapatkan rekomendasi dari Tim 

Reklame. Dalam wajib pajak/penyelenggara reklame yang berukuran dibawah 

8m
2
 yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Reklame/ Persetujuan 

Bangunan Gedung, maka tetap melapor kepada Badan pendapatan daerah terkait 

izin tayang dan dapat dipungut pajak sebagai wajib pajak reklame sepanjang 

memenuhi unsur subjektif dan objektif berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan. Berikut gambar alur perizinan reklame 

Gambar 1. 2 flowchart pengurusan perizinan 

 

Sumber : peraturan walikota pekanbaru nomor 50 tahun 2021 

Alur ini menggambarkan kompleksitas birokrasi dalam proses perizinan. 

Setiap tahap memiliki peran dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, 

melakukan verifikasi dan melibatkan berbagai pihak untuk pengambilan 

keputusan. Meskipun proses ini mungkin terlihat rumit dan memakan waktu 

tujuannya adalah untuk memastikan setiap izin yang diterbitkan telah melalui 
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pemeriksaan menyeluruh dan memenuhi semua persyaratan hukum serta 

administratif yang berlaku. Namun, kompleksitas dan lamanya waktu pengurusan 

perizinan reklame telah mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan, yaitu 

meningkatnya jumlah reklame yang tidak memiliki izin dan dipasang tidak pada 

tempatnya. Fenomena ini dapat dilihat melalui data terkait jumlah reklame 

berukuran 8 m
2
 

Tabel 1. 1 Jumlah Reklame Yang Mempunyai Izin Dan Tidak Mempunyai 

Izin Pada Ukuran 8 M
2 

No. Data Reklame Tahun 

2022 2023 

1. Reklame mempunyai izin 219 176 

2. Reklame tidak mempunyai 

izin 

151 276 

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024 

Tabel diatas dilihat bahwa jumlah reklame menunjukkan penurunan 

reklame berizin dari 219 pada tahun 2022 menjadi 176 pada tahun 2023, yang 

memperlihatkan penurunan kepatuhan. Sementara itu, terjadi peningkatan pada 

reklame tanpa izin dari 151 di tahun 2022 menjadi 276 di tahun 2023, yang 

menandakan adanya masalah dalam peningkatan aktivitas reklame yang ilegal. 

Dalam hal ini bapenda mengatakan jenis reklame yang sering ditemukan dalam 

penertiban reklame adalah reklame insidetil dengan beragam bentuk dari reklame 

insidentil yaitu baliho,spanduk,stiker,peragaan,berjalan,udara,suara,film serta 

mural. 
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Penyelenggara reklame yang tidak patuh umumnya melalaikan beberapa 

kewajiban penting yaitu mengabaikan pembayaran pajak reklame sesuai peraturan 

yang berlaku, tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan 

oleh walikota atau pejabat berwenang serta konstruksi reklame berpotensi 

membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban masyarakat (Nadin & 

Sadad, 2024) pelanggaran-pelanggaran ini mencerminkan ketidakpatuhan 

terhadap regulasi dan berpotensi risiko bagi masyarakat. 

Pada peraturan walikota nomor 50 tahun 2021 di pasal 1 nomor 78 

dijelaskan terdapat tim pengawas yang bertanggung jawab petugas dan/atau 

pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan OPD terkait sesuai 

dengan kebutuhan, untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

reklame Agar tercapainya tujuan penertiban reklame. setiap wewewang OPD 

memilki keterkaitan satu sama lain, maka seharusnya setiap OPD harus 

menjalankan wewenang dan saling mendukung untuk pelaksanaan penertiban agar 

terealisasi dengan baik.berikut pembagian kerja OPD tersebut. 

Tabel 1. 2 Pembagian Kerja 

No. Organisasi perangkat daerah Peran terkait penertiban reklame 

1. Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru 

1. Memimpin dan 

mengkoordinasikan semua 

kegiatan Tim Penertiban 

reklame 

2. Memproses administrasi 

permohonan izin 

penyelenggaraan reklame & 

perpajakan. 

3. Pengawasan & pendataan 

reklame 

2. Dinas Penanaman Modal Dan 1. Mempunyai data Izin 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Pekanbaru 

mendirikan bangunan (IMB) 

tiang reklame 

2. Melakukan pengawasan di 

lapangan 

3. Satpol PP Kota Pekanbaru 1. Menertibkan penyelenggaraan 

reklame yang tidak sesuai 

dengan peraturan 

2. Membantu kelancaran dan 

pengamanan pelaksanaan 

penertiban reklame 

Sumber :Peraturan walikota pekanbaru nomor 50 tahun 2021 tentang 

penyelenggaraan reklame 

Dari tabel 1.3 dilihat setiap OPD memliki pembagian kerja masing-masing 

yang sesuai dengan wewenang setiap bidang OPD. Terbaginya kerja setiap OPD 

secara bidang agar teralisasinya pelaksanaan penertiban secara baik. 

Peran reklame dalam peningkatan”pendapatan Kota 

Pekanbaru”diperlihatkan melalui sumbangan pajak reklame yang diatur oleh 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2018. Kontribusi pajak 

reklame telah berhasil mencapai lebih dari 10% dari”Pendapatan Asli Daerah 

(PAD)”Kota Pekanbaru,sebagaimana tergambar dalam ringkasan rekapitulasi 

pajak reklame Kota Pekanbaru. 

Tabel 1. 3 Target Dan Realiasasi Penerimaan Pajak Reklame 

 

Tahun 

Pajak Reklame 

Target Realisasi 

2020 27, 103, 188, 591 28, 003, 177, 528 

2021 28, 500, 000, 000 31, 297, 328, 419 
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2022 32.000.000.000 28.661.352.274 

2023 39.000.000.000 23.262.795.903 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2024 

Tabel 1.4 di atas memberikan gambaran bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dari pajak reklame selama periode 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi 

yang cukup signifikan. Realisasi pendapatan pajak reklame untuk PAD Kota 

Pekanbaru terus mengalami perubahan yang tidak konsisten. Keadaan ini 

mencerminkan bahwa usaha pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan 

reklame yang melanggar aturan masih belum sepenuhnya berhasil terlihat dari 

masih banyaknya reklame yang melanggar aturan yang tersebar di berbagai 

daerah Kota Pekanbaru. Dampaknya penerimaan pajak reklame yang disalurkan 

ke PAD mengalami fluktuasi setiap tahunnya. 

Untuk mengatasi reklame ini dibentuk melalui peraturan walikota nomor 

50 tahun 2021 tentang penyelenggaraan reklame dibentuk koordinasi yang 

dilakukan oleh Bapenda dengan organisasi perangkat daerah dalam peraturan 

tersebut dinyatakan bahwa Bapenda melakukan koordinasi dengan organisasi 

perangkat daerah secara horizontal pada penertiban reklame sedangkan secara 

vertical memberikan laporan tanggung jawab kepada walikota yang memberi 

wewenang kepada organisasi perangkat daerah yang telah di tetapkan. Penertiban 

reklame di Kota Pekanbaru merupakan salah satu kegiatan prioritas yang telah dan 

akan terus dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan tim 

penertiban Kota Pekanbaru dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan 
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Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame serta mewujudkan keindahan dan 

ketertiban kota (Permana,  2019) dengan adanya Bapenda tidak menghilangkan 

koordinasi serta kerjasama dengan OPD lainnya namun ternyata koordinasi yang 

ada saat ini masih dikatakan lemah yang masih menjadi hambatan dalam 

penertiban reklame (Putri,  2023).  

Bapenda selaku Ketua Tim Penertiban Reklame yang seharusnya 

mengkoordinasikan semua kegiatan tim penertiban dan penataan bangunan 

reklame mengkoordinir Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara efektif 

sebagai anggota tim. Bapenda lebih fokus melakukan penertiban dengan satgas 

khusus reklame milik Bapenda sendiri, sehingga Satpol PP tidak melakukan 

penertiban reklame sesuai tugasnya (Daulay,  2022) Struktur Tim Penertiban 

Reklame menunjukkan bahwa Bapenda ditunjuk sebagai ketua, sementara Satpol 

PP berperan sebagai anggota tim. Tanggung jawab koordinasi seharusnya berada 

di tangan Bapenda, yang diharapkan dapat mengatur seluruh kegiatan tim, 

termasuk menyelaraskan tugas dengan Satpol PP. dalam implementasinya, 

Bapenda cenderung mengandalkan satgas khusus reklame miliknya sendiri untuk 

melakukan penertiban. Akibatnya, Satpol PP tidak menjalankan fungsi penertiban 

reklame sebagaimana mestinya. 

Hal ini menjelaskan terjadi ketidakjelasan pembagian tugas yang dapat 

mengakibatkan tumpang tindih fungsi atau kekosongan dalam penertiban reklame. 

Hal ini dapat mengakibatkan penertiban yang tidak optimal, sehingga masalah 

reklame ilegal terus berlanjut. Berdasarkan hasil pengamatan jadwal pertemuan 
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rapat tim reklame ditetapkan 1kali sebulan secara rutin namun rapat diadakan 

berdasarkan instruksi dari Walikota atau kepala dinas selaku pimpinan. Frekuensi 

pertemuan rapat yang telah terlaksana bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 

2021, tercatat tiga kali pertemuan rapat. Tahun berikutnya, 2022, jumlah 

pertemuan meningkat menjadi lima kali. Sementara itu, di tahun 2023, kembali 

tercatat tiga kali pertemuan rapat. 

Meskipun tim reklame telah merencanakan untuk mengadakan pertemuan 

rutin setiap bulan, rencana ini belum dapat direalisasikan. Kendala utama yang 

dihadapi adalah padatnya jadwal dan prioritas tugas lain dari Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) terkait. Akibatnya, sulit untuk menyinkronkan jadwal semua pihak 

yang terlibat untuk menghadiri pertemuan bulanan seperti yang direncanakan. 

Dari masalah-masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menemukan 

beberapa fenomena permasalahan yang muncul. 

1. Lemahnya koordinasi antara Bapenda,DPMPTSP dan Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan penertiban reklame. 

2. Kurang efektifnya rapat koordinasi yang telah dilakukan karena terdapat 

penurunan pertemuan rapat rutin. 

3. Belum maksimalnya upaya koordinasi penertiban reklame yang 

berdampak pada banyaknya reklame yang tidak berizin dan fluktuasi 

penerimaan pajak reklame. 

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai yang 

diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan 
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mengangkat Judul “Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah dalam 

Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya 

penulis merumuskan permasalah yang di hadapi yaitu : Bagaimana”Koordinasi 

Antar Organisasi Perangkat Daerah dalam Penertiban Reklame Di Kota 

Pekanbaru ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Koordinasi Antar 

Organisasi Perangkat Daerah dalam Penertiban Reklame Di Kota 

Pekanbaru 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat Penelitian’adalah”: 

Penelitian ini memberikan manfaat dan keuntungan baik bagi peneliti 

maupun pihak lain. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

keuntungan sebagai berikut: 

1. Penulis 

Melalui penelitian ini peneliti berupaya untuk meningkatkan kapasitas berpikir 

kritis dengan memaparkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan. 

b. Instansi” 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap 

koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam penertiban reklame. 



 

 

13 

c. Pustaka” 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melengkapi penelitian-

penelitian yang telah di lakukan sebelumnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Gambaran secara umum pada penelitian ini terbagi dalam enam bab penjelasan 

sebagai berikut. 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup penjelasan dan uraian tentang latar belakang,  

perumusan masalah,  tujuan, manfaat, dan susunan penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini melibatkan penjelasan dan pembahasan mengenai 

konteks,  perumusan permasalahan,  tujuan,  manfaat,  dan 

struktur penulisan pada penelitian ini. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini untuk menyelesaikan permasalahan’dalam’penelitian 

dengan menjelaskan tipe, metode, dan analisis pengolahan data.’ 

BAB IV  :’GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN” 

Bab ini menguraikan riwayat dan lokasi geografis Kota 

Pekanbaru,  visi & misi,  serta beberapa OPD yang turut 

berperan dalam upaya penertiban reklame. 

BAB V  :”HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN’ 

Bab ini mengungkapkan informasi dan temuan penelitian terkait 

Koordinasi Antar organisasi perangkat daerah dalam Penertiban 
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Reklame Di Kota Pekanbaru beserta analisisnya terhadap 

sejumlah indikator. 

BAB VI  : PENUTUP 

Bab ini mencakup rangkuman kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilaksanakan dan rekomendasi serta masukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen Publik 

Menurut Stoner & Wankel (Stoner, 1996) mengatakan bahwa manajemen 

secara adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya 

organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Shafritz dan Russel dalam (Dr. Harbani Pasolong, 2019) menjelaskan manajemen 

adalah berkenaan dengan orang yang bertanggung jawab menjalankan suatu 

organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan 

sumber daya seperti orang dan mesin untuk mencapai tujuan organisasi Donovan 

dan Jackson mendefinisikan manajemen sebagai proses yang dilaksanakan pada 

tingkat organisasi tertentu, sebagai rangkaian keterampilan (skills), dan sebagai 

serangkaian tugas (Donovan & Jackson, 1991). Berdasarkan definisi dari para ahli 

tersebut dapat disimpulkan  ialah Pada dasarnya manajemen publik, yaitu 

manajemen instansi pemerintah. Jadi manajemen publik adalah bagaimana 

mengatur kepentingan publik dilihat sebagai proses, keterampilan, dan tugas yang 

dilakukan untuk mengelola sumber daya organisasi secara efektif demi mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. manajemen publik merupakan proses menggerakkan 

SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik 
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Paradigma Manajemen 

Perkembangan manajemen publik paling tidak dipengaruhi oleh beberapa 

pandangan yaitu manajemen normatif, manajemen deskriptif, manajemen stratejik 

dan manajemen publik. 

Manajemen Normatif 

Pendekatan manajemen normatif melihat manajemen sebagai suatu proses 

penyelesaian tugas atau pencapaian tujuan. Manajemen normative sejak 

pembentukannya lebih bersifat "profit oriented" atau "business- oriented" dan 

karena itu dianggap tidak cocok dengan ideology administrasi publik yang lebih 

berorientasi kepada "public service" aliran manajemen normatif mudah dikenal 

melalui rumusan fungsi- fungsi manajemen bisnis sebagaimana pernah ditiru oleh 

POSDCORB. Beberapa fungsi yang bersifat universal, dirinci sebagai berikut: 

a. Planning: suatu proses pengambilan keputusan tentang apa tujuan yang 

harus dicapai pada kurung waktu tertentu di masa mendatang dan apa yang 

harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.  

b. Organizing: suatu proses pembagian kerja (division of labor) yang disertai 

dengan pendelegasian wewenang. Organizing sangat bermanfaat dalam 

memberikan informasi tentang garis kewenangan agar setiap anggota 

dalam organisasi bisa mengetahui apa kepada siapa dia memberi perintah 

dan dari siapa dia menerima perintah.  

c. Staffing: suatu proses untuk memperoleh tenaga yang tepat, baik dalam 

jumlah maupun kualitas sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam 

organisasi. Oleh karena itu, dalam perekrutan staf mestinya menerima dan 
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atau menempatkan staf berdasarkan keahliannya (bukan berdasarkan selera 

pimpinan). 

d. Directing: suatu tugas yang kontinyu dalam pembuatan keputusan dan 

penyusunannya dalam aturan-aturan dan instruksi- instruksi khusus atau 

umum, dan melayani sebagai pemimpin organisasi. 

e. Coordinating: suatu proses pengintegrasian kegiatan-kegiatan dan 

target/tujuan dari berbagai unit kerja dari suatu organisasi agar dapat 

mencapai tujuan secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan 

bagian-bagian yang ada akan bekerja menuju arah yang berlainan dengan 

irama/kecepatan yang berbeda-beda. Demikian pula, tanpa koordinasi, 

masing-masing bekerja sesuai dengan kepentingannya masing-masing 

dengan mengorbankan kepentingan organisasi secara keseluruhan. 

f. Reporting, yaitu kegiatan eksekutif menyampaikan informasi tentang apa 

yang sedang terjadi kepada atasannya, termasuk menjadi agar dirinya dan 

bawahannya tetap mengetahui informasi lewat laporan-laporan, penelitian, 

dan inspeksi. 

g. Budgeting, yaitu semua kegiatan dalam bentuk perencanaan perhitungan 

dan pengendalian anggaran. Dalam penyusunan anggaran dalam suatu 

organisasi seharusnya dilandaskan dengan perencanaan yang matang. 

Sehingga dalam pengendalian anggaran dalam suatu organisasi dapat 

dengan mudah dilakukan 
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2.2 Konsep Koordinasi 

Dalam suatu organisasi,  terdapat latar belakang,  pandangan,  ideologi,  

dan keahlian yang berbeda untuk mencapai tujuan organisasi,  perbedaan-

perbedaan ini perlu disinkronisasikan melalui proses koordinasi. Seperti yang 

diungkapkan oleh Handayaningrat,  koordinasi adalah usaha untuk menyesuaikan 

bagian yang berbeda sehingga setiap bagian dapat menyelesaikan aktivitasnya 

sesuai dengan jadwalnya. Tujuannya adalah agar setiap anggota dapat 

memberikan kontribusi maksimal mereka, sehingga hasil keseluruhan dapat 

dicapai secara optimal (Handayaningrat,  1989) 

Secara normatif, koordinasi dapat diartikan sebagai wewenang untuk 

mengoordinasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang 

bersifat khusus atau beragam sehingga semuanya diarahkan menuju tujuan 

tertentu. Sedangkan secara fungsional tujuan koordinasi adalah mengurangi 

dampak negatif dari spesialisasi dan meningkatkan efisiensi dalam pembagian 

kerja (Taliziduhu,  2003). Menurut Awaluddin Djamin dikutip dari (Hasibuan,  

2006) koordinasi dapat didefinisikan sebagai upaya kerjasama antara badan,  

instansi,  atau unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Tujuannya adalah 

menciptakan keterisian, saling bantuan, dan saling melengkapi di antara mereka. 

Dengan kata lain, koordinasi dapat diartikan sebagai inisiatif yang mampu 

menyelaraskan pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam suatu organisasi.  

Menurut schanabel koordinasi adalah suatu proses di mana para aktor 

berinteraksi dan hasilnya dapat dilihat dari keluaran koordinasi. Keluaran ini dapat 

menghasilkan hasil yang terkoordinasi yang dapat menimbulkan dampak 
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(Schnabel & Hegele,  2021) keluaran koordinasi dapat berupa hasil atau output 

yang terkoordinasi. Artinya, melalui interaksi dan kerjasama antara berbagai 

pihak,  tercapailah suatu hasil yang terorganisir dan terstruktur dengan 

baik.dampak dari keluaran koordinasi merujuk pada pengaruh yang dihasilkan 

dari kerjasama dan koordinasi tersebut. Hal ini bisa seperti peningkatan efisiensi, 

pencapaian tujuan bersama, atau perubahan positif dalam lingkungan atau sistem 

yang terlibat dalam proses koordinasi.  

Selanjutnya koordinasi menurut Sughanda (1991) dapat dijelaskan sebagai 

penggabungan gerakan dari seluruh potensi, unit organisasi,  atau organisasi yang 

memiliki fungsi berbeda. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua 

entitas tersebut secara efektif bergerak menuju sasaran yang sama serta 

mempermudah pencapaian tujuan secara efisien. Koordinasi dibutuhkan karena: 

1. Setiap unit memerlukan dukungan dari unit lain agar dapat beroperasi dengan 

optimal. 

2. Setiap unit memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan fungsi 

unit lainnya agar seluruh organisasi dapat beroperasi secara lancar dan efektif 

dalam mencapai tujuannya. 

Dari definisi tersebut Sughanda (1991) menyimpulkan dalam koordinasi terdapat 

enam unsur , yaitu: 

a. Unit-unit 

Unit-unit merujuk pada kelompok-kelompok kerja dalam sebuah organisasi 

yang pastinya memiliki peran dan fungsi yang beragam. 

 



 

 

20 

b. Sumber-sumber atau potensi  

Sumber atau potensi dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Daya yang 

dimiliki oleh unit-unit dalam suatu organisasi mencakup tenaga kerja yang 

kompeten,  keterampilan yang berkualitas,  pengetahuan individu yang 

beragam,  pemanfaatan teknologi terkini,  alokasi anggaran yang efisien,  dan 

fasilitas kerja yang memadai. Sebagai pondasi bagi pertumbuhan dan 

kelangsungan organisasi,  optimalisasi dan koordinasi dari berbagai sumber 

daya ini menjadi kunci dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

c. Kesatupaduan 

Kesatupaduan ialah adanya keterkaitan atau hubungan di antara unsur-

unsurnya sehingga terbentuk integritas atau kesatuan yang padu.. 

d. Gerak kegiatan 

Gerak kegiatan sebagai konsep yang mencakup segala usaha dan langkah 

yang diambil oleh pejabat atau kelompok kerja dalam menjalankan tugas. 

efektivitas gerak kegiatan sangat bergantung pada koordinasi yang baik,  

pengelolaan waktu yang efisien,  dan kemampuan adaptasi terhadap 

perubahan lingkungan kerja. 

e. Keserasian 

Keserasian merupakan susunan langkah-langkah dalam pelaksanaan suatu 

tugas yang terorganisir secara logis dan sistematis,  baik dilakukan secara 

bersamaan tanpa menimbulkan tumpang tindih,  pertumbuhan berlebihan,  

maupun konflik. 
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f. Arah yang sama atau sasaran 

Kesamaan arah,  dengan sasaran sebagai panduan,  bahwa semua potensi 

diarahkan menuju tujuan yang ditetapkan. untuk mencegah penyimpangan 

dari sasaran yang telah ditentukan (Sughanda,  1991) 

Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut koordinasi dapat disimpulkan  

ialah penyatuan berbagai bagian yang berbeda untuk menyelesaikan tugas secara 

efektif dengan melibatkan penyelarasan tujuan agar setiap anggota dapat 

memberikan kontribusi maksimal mereka untuk mencapai hasil keseluruhan yang 

secara optimal.. Koordinasi juga melibatkan kesepakatan mengenai siapa yang 

bertanggung jawab atas tugas tertentu,  apa yang harus dilakukan,  dan kapan 

tindakan tersebut dilakukan. Tujuannya adalah menciptakan kerjasama yang 

terkoordinasi untuk menghindari tumpang tindih,  meningkatkan efisiensi,  dan 

mencapai tujuan bersama secara efektif. 

Prinsip-prinsip Koordinasi Menurut (Sugandha,  1991) dalam bukunya 

Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi yaitu  

a. Terdapat kesepakatan dan pemahaman bersama melalui sasaran yang harus 

dicapai sebagai arah kegiatan bersama. 

b. Terdapat kesepakatan mengenai kegiatan atau langkah-langkah yang harus 

dilakukan oleh setiap pihak,  termasuk target dan jadwalnya. 

c. Terdapat ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap tugas masing-

masing dan jadwal yang telah ditetapkan. 
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d. Terdapat pertukaran informasi antara semua pihak yang bekerja sama 

mengenai kegiatan dan hasilnya pada waktu tertentu, termasuk masalah-

masalah yang dihadapi oleh masing-masing. 

e. Terdapat koordinator yang memiliki peran dalam memimpin, mendorong,  dan 

memonitor kerjasama,  serta memimpin penyelesaian masalah bersama. 

f. Terdapat aliran informasi dari berbagai pihak kepada koordinator untuk 

memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan memahami masalah-masalah 

yang dihadapi oleh semua pihak. 

g. Adanya rasa hormat terhadap wewenang fungsional individu masing-masing 

menciptakan semangat untuk bekerja sama dan memberikan bantuan satu sama 

lain. 

Tipe Koordinasi Organisasi umumnya memilih dan menyesuaikan tipe 

koordinasi sesuai dengan kebutuhan tertentu agar dapat menjalankan tugas dan 

mencapai hasil yang baik. Hasibuan (2006:86) mengklasifikasikan Ada dua 

bentuk tipe koordinasi,  yakni koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal,  yang 

umumnya terdapat dalam struktur organisasi. (Hasibuan,  2006). Penjelasan 

mengenai kedua tipe koordinasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Koordinasi vertikal merupakan aspek dalam struktur organisasi yang 

memastikan keselarasan dan arah yang tepat antara pimpinan dengan unit-unit 

atau kelompok kerja di bawahnya. Dengan melakukan tindakan penyatuan dan 

pengarahan ini,  pemimpin tidak hanya menjaga kendali terhadap berbagai unit,  

tetapi juga memastikan bahwa setiap kelompok kerja memahami dan tanggung 

jawab  dengan wewenang yang telah dibuat.  
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b. Koordinasi horizontal berkaitan dengan usaha-usaha untuk menyelaraskan 

tindakan atau mengarahkan kegiatan-kegiatan di tingkat organisasi atau 

lembaga setingkat. Dalam hal ini,  tujuannya adalah mencapai harmonisasi 

antar organisasi yang beroperasi pada tingkat yang sama. Melalui koordinasi 

horizontal,  tercipta sinergi antar berbagai bagian organisasi atau aparat 

setingkat,  memastikan efisiensi operasional dan pencapaian tujuan bersama. 

Selain itu,  koordinasi ini juga mendukung pertukaran informasi dan sumber 

daya yang lebih lancar di antara organisasi setingkat tersebut.Koordinasi 

horizontal ini terbagi menjadi interdisciplinary dan interrelated. 

a) Interdisciplinary adalah mengarahkan dan menyatukan tindakan di antara 

unit-unit dengan disiplin yang berbeda, baik di lingkungan internal maupun 

eksternal organisasi. Terutama unit yang memiliki tugas yang 

serupa’sehingga koordinasi’antar unit dapat optimal, mendukung efisiensi, 

dan mencapai tujuan bersama dengan lebih baik. 

b) Interrelated adalah Koordinasi antar instansi yang mempunyai fungsi yang 

berbeda tetapi saling bergantung atau memiliki hubungan baik di tingkat 

internal maupun eksternal.  

Kesulitan dalam pelaksanaan koordinasi horizontal ini terletak pada 

keterbatasan dalam memberikan sanksi kepada pejabat yang mungkin sulit diatur,  

karena memiliki posisi yang setara yang dapat menghambat efektivitas dari 

koordinasi tersebut. 
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Syarat-Syarat Koordinasi Menurut Hasibuan ada empat syarat koordinasi,  

yaitu  

a.’Sense of cooperation’harus diperhatikan dari perspektif bidang pekerjaan,  

bukan individu. Fokus pada kerjasama di tingkat divisi memastikan bahwa tujuan 

bersama diperoleh melalui koordinasi yang efektif antar bagian. 

b. Rivalry di dalam perusahaan besar diatur adanya kompetisi antara bagian-

bagian,  dengan tujuan agar setiap bagian berusaha untuk mencapai peningkatan. 

ini dapat diartikan sebagai strategi untuk mendorong kemajuan. Persaingan sehat 

dapat menghasilkan inovasi dan meningkatkan kinerja,  meskipun perlu diawasi 

agar tidak berdampak negatif pada kerja sama antar bagian. 

c. Team spirit yaitu Konsep ini menekankan pentingnya saling memahami dan 

menghargai. 

d. Esprit de corps berarti bagian yang dihargai akan menambahkan semangat 

dalam usaha bersama. Ini dapat menghasilkan kebanggaan terhadap identitas 

organisasi dan memberikan dorongan semangat dalam menghadapi tugas-tugas 

bersama.(Hasibuan,  2007) 

Sifat-Sifat Koordinasi menurut Hasibuan (2007) menyatakan bahwa 

koordinasi memiliki tiga sifat, yaitu: 

a. Koordinasi bersifat dinamis,  yang berarti tidak bersifat tetap atau tidak 

berubah. 
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b. Dalam proses koordinasi,  ditekankan betapa pentingnya bagi seorang 

koordinator atau manajer untuk memiliki pandangan menyeluruh guna mencapai 

tujuan yang ditetapkan. 

c. Koordinasi melibatkan penilaian terhadap keseluruhan pekerjaan. Prinsip 

koordinasi didasarkan pada prinsip hierarki,  yang mengindikasikan bahwa 

koordinasi dilakukan sesuai dengan hirarki kekuasaan dan tingkat tanggung jawab 

yang sesuai dengan peringkat yang berbeda. prinsip hierarki menekankan bahwa 

setiap atasan (koordinator)memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan 

kegiatan bawahannya secara langsung (Hasibuan,  2007) 

James AF Stoner mengatakan koordinasi adalah proses pemaduan sasaran 

dan kegiatan dari unit-unit kerja yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan 

organisasi secara efektif. Stoner dan Wankel (2006) mengatakan bahwa 

komunikasi merupakan kunci koordinasi yang efektif,  karena secara langsung 

koordinasi itu bergantung pada perolehan, transmisi ,dan pengolahan informasi. 

Kerjasama merupakan kunci koordinasi yang efektif karena koordinasi merupakan 

suatu usaha kerjasama karena itu kerjasama merupakan syarat mutlak 

terselenggaranya koordinasi dengan baik dan efektif. Sinkronisasi adalah proses 

pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Integrasi atau 

kesatuan tindakan juga merupakan dimensi kunci dari koordinasi yang efektif 

karena akan menciptakan adanya keserasian didalam mencapai hasil bersama. 

Ada 4 dimensi koordinasi yang efektif yang dikemukakan oleh Stoner dan 

Wankel (2006)  
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a. Komunikasi adalah bentuk penyampaian informasi dari satu pihak kepada 

pihak lain guna mencapai pemahaman bersama. 

b. Kerja sama merupakan upaya atau proses yang melibatkan berbagai individu 

untuk mencapai tujuan bersama. 

c. Sinkronisasi merupakan usaha untuk menyelaraskan kegiatan dan tindakan unit 

sehingga tercipta keserasian dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan. 

d. Integrasi atau kesatuan merujuk pada upaya untuk menyatukan tindakan-

tindakan dari berbagai badan, instansi, atau unit, sehingga terbentuk suatu 

kesatuan pemikiran dan tindakan yang terfokus pada sasaran yang telah 

disepakati bersama.  

Menurut Leonard D. White: 

Coordination is the adjustment of the parts to each other, and of the 

movement and operation of parts in time so that each can make its maximum 

contribution to the product of the whole.' 

Maksudnya koordinasi adalah penyesuaian diri (adjustment) dari masing-

masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian 

pada waktu yang cocok (parts in time), sehingga dengan demikian masing-masing 

bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil (Syafiie, 

2011). 

Dengan demikian unsur koordinasi bagi Leonard D. White adalah sebagai berikut: 

1. Penyeseuaian diri (adjustment). 

2. Pengoperasian (operation). 

3. Waktu (time) yang cocok. 
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4. Sumbangan terbanyak (maximum contribution). 

5. Hasil (product). 

Menurut Henry Fayol: 

To coordinate means binding together, unifying, and harmonizing all 

activity and effort. 

Maksudnya mengkoordinasi berarti mengikat bersama, menyatukan dan 

menyelaraskan semua kegiatan dan usaha. 

Menurut George R. Terry: 

Coordination is the orderly synchronization of efforts to private the paper 

amount, timing and directing of execution resulting I harmonious and unified 

action to stated objective. 

Maksudnya koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur (orderly 

synchronization) dari usaha-usaha (efforts) untuk menciptakan pengaturan  

(timing) dan terpimpin (directing), dalam hasil pelaksanaan harmonis 

(harmonious) dan bersatu untuk mengasilkan tujuan yang telah ditetapkan (stated 

objective) dalam buku (Syafiie, 2011) 

Dengan demikian unsur-unsur koordinasi bagi Terry adalah sebagai berikut 

1. Usaha-usaha sinkronisasi yang teratur (orderly synchronization of efforts).  

2. Pengaturan waktu (timing) dan terpimpin (directing). 

3. Harmonis (harmonious). 

4. Tujuan yang ditetapkan (stated objective). 
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Menurut James D. Mooney: 

Coordination, therefore, is the orderly arrangement of group effort, to 

provide unity of action in the pursuit of a common purpose 

Dalam buku (Syafiie, 2011) Koordinasi adalah susunan yang teratur (orderly 

arrange- ment) dari usaha kelompok (group effort), untuk menciptakan kesatuan 

tindakan (unity of action) dalam mengejar (pursuit) tujuan bersama (common 

purpose) Jadi dengan demikian unsur-unsur koordinasi bagi James D. Mooney 

adalah sebagai berikut: 

1. Susunan yang teratur dari usaha kelompok (orderly arrangement group 

effort). 

2. Kesatuan tindakan (unity of action). 

3. Tujuan bersama (common purpose). 

 Menurut Tripathi dan Reddy dalam (Debrilianawati et al.,  2013) 

menuliskan bahwa terdapat sembilan syarat yang harus dipenuhi agar koordinasi 

menjadi efektif: 

a. Melalui komunikasi pribadi, hubungan langsung memungkinkan pencapaian 

koordinasi menjadi lebih mudah. 

b. Pada tahap awal perencanaan dan pembuatan kebijakan, koordinasi dapat lebih 

mudah dicapai dengan memanfaatkan peluang awal. 

c. Koordinasi bersifat kontinu dan harus dilakukan sepanjang waktu,  mulai dari 

tahap perencanaan hingga tahap lainnya. 

d. Dinamisme, koordinasi harus terus-menerus disesuaikan mengingat adanya 

perubahan dalam lingkungan,  baik itu internal maupun eksternal. 
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e. Tujuan yang jelas, kehadiran tujuan yang jelas menjadi kunci untuk mencapai 

koordinasi yang efektif. 

f. Organisasi, yang sederhana struktur organisasi yang simpel memudahkan 

terciptanya koordinasi yang efektif. 

g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab, yang jelas pendelegasian 

wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi konflik di antara pegawai,  tetapi 

juga membantu mereka bekerja dengan tujuan yang seragam. 

h. Komunikasi, yang efektif komunikasi yang efektif menjadi salah satu syarat 

utama untuk mencapai koordinasi yang baik. 

i. Kepemimpinan dan supervisi yang efektif, kepemimpinan yang efektif 

memastikan koordinasi kegiatan individu,  baik pada tahap perencanaan maupun 

pelaksanaan. 

2.3 Organisasi Perangkat Daerah 

Siagian mendefinisikan organisasi ialah dua orang atau lebih yang bekerja 

sama secara resmi terkait dalam mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan 

dalam suatu struktur terikat. Struktur ada atasan dan individu atau kelompok 

lainnya yang berfungsi sebagai bawahan.Sementara itu Pada hakekatnya 

organisasi publik,  khususnya pemerintah yang bertugas melayani masyarakat 

melalui dua cara: secara langsung dengan memberikan layanan dan secara tidak 

langsung dengan memberikan masyarakat akses terhadap sumber daya. (Anwar 

Suprijadi, 2001). 
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Suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta dalam mencapai 

tujuannya yang ditetapkan,  harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang 

digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam 

upaya mencapai tujuan organisasi (Sedarmayanti,  2007) 

Organisasi publik sebagai lembaga negara yang memiliki status formal,  

diresmikan oleh Negara untuk mengelola kepentingan masyarakat di berbagai 

sektor. Beroperasi dalam lingkup yang sangat kompleks,  organisasi publik 

menjadi tempat untuk menanggulangi berbagai harapan ideal masyarakat terkait 

pemenuhan berbagai kebutuhan dan kepentingan. (Sedarmayanti,  2014). 

Untuk di daerah tentunya dalam mewujudkan pelayanan yang prima bagi 

masyarakat maka pemerintah daerah harus dapat membentuk organisasi perangkat 

daerah yang benar-benar menjadi tempat dimana masyarakat dapat merasakan 

kehadiran pemerintah daerah dalam wajud pemberian pelayanan terbaik oleh 

pemerintah daerah. 

“Perangkat daerah merupakan unsur penunjang kepala daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, ” 

bunyi Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu,  

diatur pula penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 yang artinya,  

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas 

kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.”Lebih tepatnya,  

perangkat daerah ini. Pasal 208–235 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab 

VIII mengatur perangkat daerah ini. Menurut Pasal 208 Ayat 1,  Perangkat Daerah 
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membantu DPRD dan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan.  

Pengalihan urusan pemerintahan,  baik wajib maupun pilihan,  kepada 

daerah,  yang menjadi kewenangan daerah,  merupakan pendorong utama 

terbentuknya perangkat daerah. Ada dua jenis urusan yang wajib dipenuhi: urusan 

yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar. 

2.4 Reklame 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Reklame adalah pemberitahuan 

umum mengenai barang dagangan. umumnya disajikan dengan kata-kata yang 

menarik dan dilengkapi dengan gambar untuk menambah daya tariknya. 

Dalam Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2021,  Reklame adalah benda,  

alat perbuatan atau media yang menurut bentuk atau corak ragamnya untuk tujuan 

komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan,  menganjurkan,  atau 

memuji suatu barang,  jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian khalayak 

ramai kepada suatu barang,  jasa,  atau orang. Jasa atau orang yang ditempatkan 

dapat dilihat,  dibaca,  dan didengar dari suatu tempat umum. 

Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan 

atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 



 

 

32 

Klasifikasi reklame dapat dibagi menjadi tiga kategori utama,  yakni jenis,  

lokasi penempatan,  dan persyaratan administrasi. adapun penggolongan reklame 

berdasarkan Peraturan walikota pekanbaru nomor 15 tahun 2023 tentang 

penyelenggara reklame 

1. Reklame Berdasarkan Jenis 

Reklame berdasarkan jenis yaitu terdiri dari : 

a. Reklame Terapung merupakan jenis Reklame yang diselenggarakan diatas 

permukaan air  

b. Baliho Reklame dibuat dari bahan seperti papan kayu,  ditempatkan di atas 

bangunan sementara dengan tujuan mempromosikan aktivitas atau peristiwa 

yang tidak disengaja. Kategori ini meliputi tenda,  krey,  umbul-umbul,  umbul-

umbul besar,  umbul-umbul berdiri,  umbul-umbul,  bendera,  dan rantai 

bendera. 

c. Reklame bergerak adalah reklame yang ditampilkan pada mobil atau benda 

lainnya. Reklame ini didorong oleh manusia dan disusun dengan bantuan mobil 

atau derek. Hal ini termasuk memasang reklame pada gerbong dan gerobak 

bermotor maupun tidak bertenaga. 

d. Reklame dalam ruangan adalah reklame yang ditempatkan di dalam gedung 

atau struktur,  seperti interior restoran,  lobi hotel,  kamar hotel,  dan tempat 

lainnya. 

e. Reklame Slide atau Film Klise (seluloid) adalah reklame yang menggunakan 

bahan berupa kaca,  film,  atau bahan serupa yang dapat diproyeksikan. 
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f. Reklame Insidentil yang termasuk dalam reklame insidentil antara lain baliho,  

kain,  pajangan,  pamflet,  lampiran,  film,  udara,  mengambang,  dan suara. 

g. Reklame kain yang berhubungan dengan acara yang menggunakan bahan kain,  

seperti spanduk,  bendera,  rantai bendera,  tenda,  krey,  spanduk,  spanduk 

besar,  dan spanduk berdiri. 

h. Reklame Megatron adalah reklame yang tidak bergerak,  memakan listrik,  

dapat diprogram,  dan berbasis gambar atau teks yang mungkin menggunakan 

atau tidak menggunakan layar monitor. Layar elektronik dan videotron 

termasuk dalam kategori ini. 

i. Reklame yang disambung atau ditempel pada lembaran disebut dengan 

reklame terlampir atau melekat. atau tergantung pada sesuatu. 

j. Reklame yang memperlihatkan suatu objek sedang beraksi,  baik dengan atau 

tanpa suara,  disebut reklame demonstrasi. 

2.’Reklame Berdasarkan Titik Penempatan kawasan’ 

Pembagian penempatan reklame di Kota Pekanbaru terdiri dari tiga kategori 

utama: 

a. Kawasan/Lokasi Bebas Reklame” 

Kawasan ini tidak diizinkan untuk memasang reklame. 

b. Kawasan/Lokasi Reklame Terbatas” 

Merupakan kawasan yang diizinkan untuk memasang reklame dengan aturan 

tertentu. 

c. Kawasan/Lokasi Reklame Umum” 
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Melibatkan kawasan di luar kawasan bebas reklame dan kawasan reklame 

terbatas.” 

d. Kawasan/Lokasi Tanpa Rokok 

Merupakan kawasan yang dilarang memasang reklame rokok. 

3. Persyaratan Administrasi dalam membangun bangunan reklame dan 

penyelenggaraan reklame menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 

tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Reklame adalah sebagai berikut : 

1.”Persyaratan administrasi izin mendirikan bangunan reklame mencakup:” 

a. Jika reklame akan ditempatkan di area atau ruang milik jalan, diperlukan izin 

tertulis untuk penggunaan jalan. Izin ini harus diperoleh dari instansi yang 

berwenang, yaitu Dinas Perhubungan atau Dinas Pekerjaan Umum, tergantung 

pada pihak yang bertanggung jawab atas jalan tersebut.  

b. Apabila reklame akan dipasang di ruang terbuka hijau, maka dibutuhkan izin 

tertulis untuk pemakaian ruang terbuka hijau. Izin ini harus didapatkan dari 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. 

c. Reklame yang dipasang di atau menempel pada bangunan harus dilengkapi 

dengan surat sewa dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari lokasi reklame 

tersebut; 

i. Setiap reklame permanen harus mencantumkan dan menampilkan 

identitas usaha penyelenggara; 

ii. Surat permohonan yang memuat informasi dan identitas pemohon; 

iii. Rencana teknis bangunan reklame; 
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iv. Metode pelaksanaan pemasangan reklame; 

v. Izin usaha,  khususnya jika pemohon merupakan badan usaha; 

vi. Rekomendasi dari tim teknis sesuai dengan kewenangannya; 

vii. Pernyataan tanggung jawab mengenai kewajiban pemeliharaan dan 

perawatan reklame untuk menjaga keselamatan umum,  serta 

menanggung risiko atas kerusakan sarana atau prasarana yang 

terletak di bagian jalan atau bidang yang dimohon; 

viii. Surat keterangan dari pemohon yang menyatakan kesiapan untuk 

membongkar reklame jika izin reklame telah habis; 

ix. Surat kerjasama atau perjanjian sewa dengan pemilik tanah,apabila 

dibangun di atas tanah milik masyarakat. 

Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 24 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 

Reklame menjelaskan Izin penyelenggaraan reklame insidentil, dapat diberikan 

dengan ketentuan sebagai berikut 

a. jenis baliho dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan palin 

lama 30 (tiga puluh) hari; 

b. jenis kain seperti spanduk, umbul-umbul, banner, tenda, dan sejenisnya, 

jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga ) hari; 

c. stiker/melekat dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling 

lama 30 (tiga puluh) hari; 

d. jenis reklame peragaan, dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, 

dan paling lama 30 (tiga puluh) hari; 
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e.  jenis reklame berjalan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, 

dan paling lama 30 (tiga puluh) hari; 

f. jenis reklame udara dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan 

paling lama 30 (tiga puluh) hari; 

g. jenis reklame suara dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan 

paling lama 30 (tiga puluh) hari; 

h. jenis reklame film (slide) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, 

dan paling lama 30 (tiga puluh) hari; 

i. jenis reklame mural dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan 

dan paling lama 12 (dua belas) bulan. 

Izin penyelenggaraan reklame permanen adalah izin yang diberikan 

terhadap penyelenggaraan reklame pada bangunan reklame permanen dengan 

jangka waktu sesuai dengan perjanjian pemilik produk. 

Jangka waktu perizinan bangunan reklame ditetapkan paling lama 4 

(empat) tahun dan dapat diperpanjang. Setelah jangka waktu perizinan berakhir, 

reklame dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh 

pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung 

jawab pemegang izin. 

2.5 Penertiban 

Menurut W.J.S Poerwadarminta tertib merujuk pada peraturan atau aturan 

yang baik,  seperti aturan dalam sidang atau rapat,  program acara,  dan aturan 

hukum yang saling terkait. Ketertiban diartikan sebagai kumpulan aturan, 
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peraturan,  kesopanan,  dan perilaku yang baik dalam interaksi sosial,  

menciptakan keteraturan dan kebaikan. hubungan yang erat terbentuk antara 

ketertiban hukum dengan penerapan aturan yang berlaku. Adanya rasa aman 

dalam masyarakat terkait erat dengan ketertiban hukum, di mana pemahaman dan 

penghormatan terhadap peraturan menciptakan kondisi di mana masyarakat dapat 

merasa aman secara fisik dan mental. 

Ermaya Suradinata (2002) menggambarkan ketertiban sebagai keadaan di 

mana’pemerintah dan rakyat’dapat menjalankan kegiatan secara aman,  tertib,  

dan teratur. Keteraturan dan keamanan dapat terancam oleh berbagai faktor,  

termasuk pelanggaran hukum,  bencana alam,  atau bencana yang diakibatkan oleh 

tindakan manusia atau organisasi lain. Faktor ekonomi dan keuangan juga dapat 

mempengaruhi ketentraman dan ketertiban masyarakat (Ermaya Suradinata,  

2002). Penertiban dalam pemanfaatan ruang pada upaya atau kegiatan untuk 

memastikan bahwa penggunaan ruang sesuai dengan rencana yang telah 

direncanakan. Proses penertiban dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

2.6 Pandangan Islam tentang Koordinasi 

                               

         

“Hai orang-orang yang beriman,  masuklah kamu kedalam islam keseluruhan,  

dan janganlah kamu turut langkah-tangkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu 

musuh yang nyata bagimu” (Q.S Al-Baqarah [2]:208). 
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Jika seseorang berkeinginan untuk dicapai sebagai individu yang memiliki 

iman,  langkah yang paling menyeluruh adalah sepenuhnya menyesuaikan diri 

dengan prinsip-prinsip Islam. Iman, jika dibandingkan dengan citra manusia yang 

ideal,  dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai kesempurnaan moral, 

sedangkan Islam berperan sebagai rencana dan peraturan yang mengikat individu. 

Dalam mencapai tujuan mulia ini, diperlukan koordinasi yang efektif dan baik 

antara individu dan peraturan Islam,sehingga tujuan ideal tersebut dapat terwujud 

dengan baik. Koordinasi melibatkan mengaitkan, menyatukan,dan menyelaraskan 

interaksi di antara individu,  tugas,  dan unit organisasi untuk mencapai 

keterpaduan. Dengan melakukan koordinasi yang efisien,pembagian kerja dapat 

lebih terstruktur,  memungkinkan bawahan memahami tugas mereka dengan lebih 

jelas dan mencegah adanya kesalahpahaman serta keraguan dalam menjalankan 

pekerjaan. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan sangat 

bergantung pada keterampilan mereka dalam mengkoordinasikan seluruh 

aktivitas. Oleh karena itu,  tingkat koordinasi yang optimal dapat dianggap 

sebagai indikator kualitas yang efektif. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

No. Nama/ 

Tahun 

Judul Hasil/ 

Penelitian 

Persamaan/ 

Perbedaan  

1. Agnes 

Maria 

Sabrina 

Koordinasi 

Dinas 

Perhubungan 

Penelitian 

membahas tentang 

parkir liar  

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Agnes Maria 
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Sinaga,  

Februati 

Trimurni / 

2023 

Satuan Lalu 

Lintas 

Kepolisian Resor 

Kota Besar 

(Satlantas 

Polrestabes) 

Dalam 

Penertiban 

Parkir 

Liar Di Jalan 

Sutomo Medan 

menggunakan teori 

Hasibuan dengan 

empat indikator 

yaitu kesatuan 

tindakan,  

komunikasi,  

pembagian kerja 

dan displin adapun 

hasilnya koordinasi,  

komunikasi,  

pembagian kerja,  

dan disiplin masih 

perlu ditingkatkan 

dalam penertiban 

parkir liar. Saran 

yang diberikan 

adalah agar dinas 

perhubungan dan 

satlantas dapat lebih 

rutin dalam 

melaksanakan 

penyatuan tindakan 

dan komunikasi 

Sabrina Sinaga 

dan Februati 

Trimurn 

menunjukan 

bahwa Melalui 

koordinasi inilah 

diharapkan tidak 

ada permasalahan 

intern yang 

dihadapi sehingga 

focus 

melaksanakan 

penertiban parkir 

yang 

sesuai dengan 

tugas,  fungsi,  

dan 

kewenanganmya. 

Sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

penulis akan 

melihat 
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untuk memulai 

kegiatan penertiban 

parkir liar. 

bagaimana 

Koordinasi antar 

organisasi 

perangkat daerah 

dalam penertiban 

Reklame Di Kota 

Pekanbaru 

2. Yuditya 

Wardhana 

dan Rivaldo 

Indra Zen / 

2023 

Pola Koordinasi 

Dan Komunikasi 

Pemerintah 

Kecamatan 

Metro Barat 

Dalam 

Penertiban 

Administrasi 

Kelurahan 

Mulyojati Tahun 

2022 

Penelitian 

membahas tentang 

Pola Koordinasi 

Penelitian 

menunjukkan 

bahwa pengetahuan 

dan pelaksanaan 

koordinasi dan 

komunikasi  dalam 

penertiban 

administrasi 

kelurahan telah 

mencapai tingkat 

yang memadai. 

Koordinasi 

melibatkan pejabat 

penelitian ini 

sama sama 

membahas 

ketertiban dan 

keteraturan dalam 

aspek yang 

diurusi.  

sedangkan 

perbedaan dalam 

penelitian yaitu 

pada ruang 

lingkup tugas 

berbeda. 

menertibkan 

reklame 

melibatkan aspek 
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sesuai dengan 

bidang tugasnya,  

dengan fokus pada 

pembinaan 

administrasi 

kependudukan oleh 

pihak kecamatan. 

Hasilnya,  terbentuk 

kesepakatan untuk 

mengikuti SOP 

dalam pelayanan 

administrasi,  

sementara usulan 

peserta koordinasi 

menjadi bagian 

integral jika 

melibatkan seluruh 

kelurahan. 

visual dan 

perijinan,  

sementara 

penertiban 

administrasi 

kelurahan lebih 

terfokus pada 

prosedur 

administratif 

kelurahan. 

3. Viola 

Fitriani Br. 

Daulay dan 

Zaili Rusli / 

2022 

Penertiban 

Reklame Di 

Kota Pekanbaru 

Penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa penertiban 

reklame di Kota 

Pekanbaru belum 

Penelitian ini 

sama sama 

membahas 

tentang 

penertiban 
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maksimal karena 

beberapa faktor 

penghambat,  

seperti kurangnya 

koordinasi antar 

lembaga terkait,  

lemahnya komitmen 

tim satgas 

penertiban reklame,  

dan kurangnya SOP 

dalam pembagian 

kerja. Saran yang 

diberikan antara lain 

adalah peningkatan 

kinerja satgas 

penertiban,  

sosialisasi kepada 

masyarakat 

mengenai 

pembayaran pajak 

reklame,  dan 

pembuatan SOP 

koordinasi dalam 

reklame 

sedangkan 

perbedaan dengan 

penulis ialah pada 

indicator analisis 

penelitian ini 

menggunakan 

indicator 

penertiban 

represif  

Sedangkan 

penulis melihat 

bagaimana 

koordinasi 

menggunakan 

teori dimensi 

koordinasi 
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penertiban reklame. 

Daftar pustaka juga 

disertakan sebagai 

referensi. 

4. Brian R. 

Rampengan 

Florence 

Daicy 

Lengkong 

Salmin 

Dengo / 

2018 

Efektifitas 

Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Di 

Kecamatan 

Malalayang 

Kota Manado 

hasil penelitian 

tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa 

koordinasi 

penyelenggaraan 

pemerintahan di 

Kecamatan 

Malalayang belum 

berjalan secara 

optimal. terlihat dari 

empat dimensi 

koordinasi yang 

diteliti, yaitu 

komunikasi masih 

belum efektif, 

ditandai dengan 

belum optimalnya 

pemanfaatan rapat 

koordinasi bulanan 

Penelitian ini 

sama sama 

menggunakan 

teori dimensi 

koordinasi oleh 

stoner namun 

perbedaan pada 

objek yang 

diteliti.  
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dan penyampaian 

informasi 

program/kegiatan., 

kerjasama antar 

instansi juga belum 

maksimal dalam hal 

saling mendukung 

dan menunjang 

pelaksanaan 

program., 

sinkronisasi 

program/kegiatan 

antar instansi masih 

kurang, yang 

mengakibatkan 

potensi tumpang 

tindih dan 

ketidakselarasan., 

dan 

integrasi/kesatuan 

tindakan di mana 

belum tercapai 

keserasian yang 
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optimal dalam 

mencapai hasil 

bersama. 

5. Safa 

Muzdalifah, 

Dkk ( 2023) 

Model 

Koordinasi 

pemerintahan 

dalam 

penanggulangan 

bencana banjir di 

Kalimantan 

selatan 

Penelitian ini 

memiliki kesamaan 

dengan penelitian 

yang dilakukan 

penulis yang 

memiliki 

pembahasan perihal 

koordinasi 

Penelitian 

terdahulu ini 

membahas 

penanggulangan 

bencana banjir 

sedangkan penulis 

dengan 

pembahasan 

Penertiban 

Reklame. 

2.8 Definisi Konsep 

1. Manajemen publik adalah bagaimana mengatur kepentingan publik atau orang 

banyak bisa dilihat sebagai proses, keterampilan, dan tugas yang dilakukan 

untuk mengelola sumber daya organisasi secara efektif demi mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Manajemen publik merupakan proses menggerakkan 

SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik 

2. Koordinasi adalah penyatuan berbagai bagian yang berbeda untuk 

menyelesaikan tugas secara efektif dengan melibatkan penyelarasan tujuan 

agar setiap anggota dapat memberikan kontribusi maksimal mereka untuk 

mencapai hasil yang optimal. 
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3. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

4. adalah benda, alat atau media yang bentuk dirancang’untuk tujuan 

komersial’memperkenalkan, mempromosikan untuk menarik perhatian umum 

terhadap barang atau jasa yang dapat dilihat,  dibaca,  didengar,  dirasakan,  

dan dinikmati oleh umum.” 

5. Penertiban adalah upaya atau kegiatan untuk memastikan bahwa penggunaan 

ruang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan melalui tindakan langsung 

maupun dengan sanksi atau insentif tidak langsung seperti retribusi atau 

pembatasan penyediaan fasilitas dan infrastruktur lingkungan. 

2.9 Konsep Operasional 

Penelitian ini berjudul“Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah 

Dalam Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru”. Penelitian ini akan di analisis 

melalui teori Stoner dan Wankel (2006). 

1. Komunikasi adalah bentuk penyampaian informasi dari satu pihak kepada 

pihak lain guna mencapai pemahaman bersama. 

2. Kerja sama merupakan upaya atau proses yang melibatkan berbagai individu 

untuk mencapai tujuan bersama. 

3. Sinkronisasi merupakan usaha untuk menyelaraskan kegiatan dan tindakan unit 

sehingga tercipta keserasian dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan. 
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4. Integrasi atau kesatuan adalah upaya untuk menyatukan tindakan-tindakan dari 

berbagai badan,  instansi,  atau unit,  sehingga terbentuk suatu kesatuan 

pemikiran dan tindakan yang terfokus pada sasaran yang telah disepakati 

bersama. 

“Tabel 3. 1 Konsep Operasional” 

Konsep/Referensi Indikator Sub Indikator 

Kordinasi Badan 

Pendapatan Daerah 

dalam Penertiban 

Reklame Di Kota 

Pekanbaru 

 

Sumber : 

Stoner,  J. A. F.,  & 

Wankel,  C. (2006). 

Manajemen 

(terjemahan),  

Jakarta,  

Intermedia. 

 

1. Komunikasi  

 

 

 

 

 

a. Komunikasi antara 

Organisasi perangkat 

daerah (OPD) satu dengan 

Organisasi perangkat 

daerah (OPD) lainnya. 

b. Menyelenggarakan rapat 

2. Kerjasama  

 

a. Partisipasi Keterlibatan 

Organisasi perangkat 

daerah (OPD) 

b. Mekanisme kerja sama 

 

3. Sinkronisasi  

 

 

 

a. Pembagian tugas 

b. Kesamaan data 

penyelenggara reklame  

 

    4.Integrasi atau kesatuan  a. Penertiban gabungan  
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2.10 Kerangka Berfikir 

KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Stoner,  J. A. F.,  & Wankel,  C. (2006). Manajemen (terjemahan),  

Jakarta,  Intermedia. 

Teori Dari Stoner dan Wankel (2006) 

Stoner,  J. A. F.,  & Wankel,  C. (2006). Manajemen 

(terjemahan),  Jakarta,  Intermedia. 

Komunikasi Kerja sama  Sinkronisasi  
Integrasi / 

kesatuan 

“Terlaksana Koordinasi antar opd dalam 

Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru 

 

Koordinasi antar opd dalam Penertiban Reklame Di Kota 

Pekanbaru 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menerapkan deskriptif kualitatif. Berdasarkan definisi 

Sugiono (2011), metode ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan 

kondisi objek penelitian sesuai dengan realitas yang ada. Dengan menggunakan 

teknik ini, peneliti mampu menyajikan data yang menyeluruh tanpa melakukan 

perubahan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran 

yang akurat dan komprehensif tentang fenomena yang sedang dikaji, sambil tetap 

menjaga integritas data yang dikumpulkan.(Sugiyono,  2011).  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbar. Penulis  menggali informasi 

untuk penelitian dari beberapa organisasi perangkat daerah yaitu Badan 

Pendapatan Daerah,  Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  

serta Satuan Polisi Pamong Praja. 

3.3 Sumber Data 

 “Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu data 

primer dan data sekunder. Berikut mengenai kedua jenis data ialah 

a. Data”primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek 

penelitian, ”dimana narasumber dan pengamat berfungsi sebagai sumber 

utama. Untuk memperoleh informasi utama,  peneliti melakukan wawancara 
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secara langsung dengan pihak yang terlibat dalam Koordinasi Antar Organisasi 

Perangkat Daerah dalam penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru 

b. Data”sekunder merupakan data informasi yang telah ada sebelumnya,  

dikumpulkan secara sengaja oleh peneliti”untuk memenuhi data penelitian. 

Penulis mengakses data informasi yang telah diterbitkan dari”website resmi,  

buku, artikel jurnal,  dan bacaan lainnya”guna memberikan dukungan dan 

tambahan informasi untuk penelitian yang tengah dilaksanakan mengenai 

Koordinasi Antar organisasi perangkat Daerah dalam penertiban Reklame Di 

Kota Pekanbaru 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan metode teknik pengumpulan data untuk 

meneliti permasalahan yang ada. Berikut beberapa teknik yang diterapkan. 

1. Observasi 

 Suhiailasari Nasution dan Nuraiti (2021) menjelaskan observasi sebagai 

metode untuk menilai perilaku individu atau perkembangan suatu aktivitas. 

Pengamatan dapat dilakukan baik dalam lingkungan sintetik maupun lingkungan 

nyata pengertian yang serupa dengan observasi,  yaitu pemantauan dan 

pendokumentasian secara sistematis terhadap gejala-gejala yang muncul pada 

subjek penelitian. Informasi dalam rekaman itu didasarkan pada apa yang dilihat,  

didengar,  dan dirasakan peneliti. Ringkasnya, observasi adalah kata-kata lisan 

dan tertulis yang mengacu pada proses mengamati, mengevaluasi,  dan 

mendokumentasikan sesuatu secara metodis berdasarkan pengamatan visual,  

pendengaran,  atau dirasakan. (Nasution & Nurbaiti, 2021). 
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 Observasi ini untuk mengetahui Koordinasi Antar organisasi perangkat 

Daerah (OPD) dalam penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru. 

2. Wawancara  

 Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

primer dan umumnya diterapkan dalam penelitian yang bersifat interpretatif dan 

kritis. Metode ini bertujuan ketika peneliti menyelidiki lebih dalam pengetahuan 

responden terhadap fenomena sosial. Salah satu ciri khas dari wawancara adalah 

adanya pertukaran informasi antara peneliti dan responden. Dalam proses 

wawancara,  peran penting dimiliki oleh pewawancara yang bertanggung jawab 

untuk menggali informasi dan memahami perspektif responden. penelitian ini 

dengan teknik wawancara digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

serta hambatan pada Koordinasi Antar organisasi perangkat Daerah (OPD) dalam 

penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru (Jogiyanto Hartono, 2018). 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah untuk mendokumentasikan kegiatan khususnya 

penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara meneliti subjek-subjek yang 

dianggap penting. Untuk mecari informasi yang diperlukan dalam Koordinasi 

dalam menertibkan reklame di Kota Pekanbaru,  proses perekaman dilakukan 

dengan pengambilan gambar. Langkah berikutnya dalam pengelolaan data,  

setelah data telah diperoleh,  diolah,  dan digunakan untuk merumuskan 

kesimpulan terkait masalah dalam penyusunan hasil penelitian. (Milles & 

Huberman, 1992). 
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3.5 Informan Penelitian 

 Informan Penelitian melibatkan individu atau organisasi yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap fenomena. Informan penelitian dapat berupa 

individu, objek, atau lembaga (organisasi). Metode ini mencakup pemilihan 

informan yang memiliki keahlian dalam informasi dasar yang diperlukan dalam 

penelitian Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: 

Tabel 3. 2 Informan Penelitian 

No Dinas  Jabatan  

1. Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru 

Kasubbid Pajak Reklame Kota 

Pekanbaru 

2. Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Pekanbaru 

Kepala Bidang Pengaduan, 

Kebijakan Dan Pelaporan 

Layanan Bapak (DPMPTSP) 

3. Satpol PP Kota Pekanbaru Kepala Seksi Kerjasama Bidang 

Operasional Ketertiban  

3.6 Teknik Analisis Data 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif,  yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci tentang peristiwa,  

perilaku manusia,  atau keadaan di sekitar objek tertentu. Dengan menggunakan 

pendekatan ini,  informasi disajikan sebagai sebuah narasi yang menyeluruh. Oleh 

karena itu dilakukan analisis tambahan dengan melalui beberapa langkah analisis. 

(Milles & Huberman, 1992). 
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1. Reduksi Data 

 Reduksi data adalah suatu proses pemilihan data, di mana peneliti harus 

memilih data yang relevan dan penting. Semakin lama penelitian dilakukan, 

semakin banyak data yang terkumpul, dan hal ini dapat meningkatkan 

kompleksitas. Oleh karena itu, reduksi data melibatkan pemilihan informasi kunci, 

klasifikasi data,  penghapusan data yang tidak relevan,  dan pengorganisasian data 

yang ditarik untuk kemudian disimpulkan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data penelitian kualitatif melibatkan penyusunan informasi dari 

kesimpulan yang ditarik selama penelitian. Presentasi ini disajikan melalui format 

bagan,  penjelasan singkat,  dan juga hubungan antar kategori yang dapat 

dipahami dengan mudah. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

 Jika temuan awal tersebut terbukti bersifat sementara,  analis (peneliti) 

akan terus mencari bukti untuk mendukung pengumpulan data. Sebaliknya,  

kepercayaan terhadap suatu kesimpulan dianggap valid apabila didukung oleh 

bukti yang akurat dan konsisten setelah penganalisis melakukan revisi dan 

tinjauan ulang data di lapangan. Dengan demikian,  kesimpulan tersebut dianggap 

dapat dipercaya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Kota Pekanbaru 

Pekanbaru awalnya dikenal sebagai Senapelan, dipimpin oleh seorang 

Kepala Suku bernama Batin. Seiring waktu, daerah ini berkembang menjadi 

pemukiman baru bernama Dusun Payung Sekaki di muara Sungai Siak. Pada 9 

April 1689, perjanjian antara Kerajaan Johor dan VOC diperbaharui, memberi 

Belanda hak lebih luas termasuk monopoli dan bebas cukai untuk beberapa 

komoditas. Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu maju pesat. 

Karena kapal Belanda tidak bisa mencapai Petapahan, mereka berhenti di 

Senapelan dan melanjutkan perjalanan dengan perahu kecil. Akibatnya, Payung 

Sekaki/Senapelan menjadi pusat penyimpanan barang dagangan dari luar ke 

pedalaman dan sebaliknya, termasuk emas, timah, kerajinan kayu, dan hasil hutan. 

Posisi strategis Payung Sekaki/Senapelan di persimpangan jalur perdagangan 

antara Tapung, Minangkabau, dan Kampar, ditambah kondisi Sungai Siak yang 

tenang, menjadikannya lokasi penting dalam perdagangan regional. lokasinya 

yang strategis dan berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan yang penting, hal 

ini mendorong pembangunan jalur darat melalui Teratak Buluh (Sungai Kelulut), 

Tangkerang hingga Senapelan. 
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Visi Dan Misi Kota Pekanbaru 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.1 Tahun 2021 menetapkan visi kota untuk 

tahun 2021: "Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, 

Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera 

Berlandaskan Iman dan Taqwa". Untuk periode 2017-2022, Walikota dan Wakil 

Walikota terpilih mengadopsi Visi Antara: "Terwujudnya Pekanbaru Sebagai 

Smart City Madani". Visi ini dirancang untuk mempercepat pencapaian visi kota 

Pekanbaru 2021. Guna merealisasikan visi tersebut, pemerintah kota telah 

merumuskan lima misi pembangunan jangka menengah untuk tahun 2017-2022. 

Perumusan misi ini mempertimbangkan tantangan dan masalah yang dihadapi saat 

ini, serta memanfaatkan peluang yang ada. 

Misi Kota Pekanbaru 

Lima misi pembangunan jangka menengah Kota Pekanbaru 2017-2022: 

1. Meningkatkan kualitas SDM yang religius, mandiri, tangguh, dan kompetitif. 

2. Membangun masyarakat madani dalam konteks budaya Melayu. 

3. Mengembangkan tata kelola kota cerdas dan infrastruktur berkualitas. 

4. Memajukan ekonomi berbasis kerakyatan dan padat modal di sektor jasa, 

perdagangan, dan industri (olahan dan MICE). 

5. Menciptakan lingkungan perkotaan yang layak huni dan ramah lingkungan. 

(Pekanbaru.go.id) 
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Wilayah Geografis Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru Terletak di 101°14' - 101°34' BT dan 0°25' - 0°45' LU, 

dengan ketinggian 5-50 meter dari permukaan laut. Bagian utara kota berkontur 

landai dan bergelombang, ketinggian 5-11 meter. Berdasarkan PP No. 19 Tahun 

1987, luas kota diperluas dari sekitar 62,96 Km² menjadi 446,50 Km², terbagi 

dalam 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Pengukuran BPN Tk. I Riau 

kemudian menetapkan luas resmi Kota Pekanbaru sebesar 632,26 Km². 

Berdasarkan pengukuran BPN Tk. I Riau, luas resmi Kota Pekanbaru ditetapkan 

sebesar 632,26 Km². Kota ini berbatasan dengan: 

1. Kabupaten Kampar di sebelah barat 

2. Kabupaten Siak dan Kampar di utara 

3. Kabupaten Siak dan Pelalawan di timur 

4. Kabupaten Kampar dan Pelalawan di selatan 

Pesatnya pembangunan di Pekanbaru telah meningkatkan aktivitas 

penduduk di berbagai sektor. Hal ini berdampak pada meningkatnya permintaan 

akan fasilitas, utilitas perkotaan, dan kebutuhan lainnya. 

Untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pengembangan 

wilayah yang semakin luas, pemerintah kota mengeluarkan Perda Kota Pekanbaru 

No. 4 Tahun 2003. Peraturan ini merestrukturisasi wilayah administratif kota 

menjadi 12 Kecamatan. Selain itu, melalui Perda yang sama, jumlah 

Kelurahan/Desa diperbanyak menjadi 58 unit.(Pekanbaru, n.d.) 
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Tabel 4. 1 Data Jumlah Kecamatan Pekanbaru 

No. Kecamatan Luas (Km
2
) Persentase 

(%) 

1. Pekanbaru Kota 2,26 0,36 

2. Sail 3,26 0,52 

3. Sukajadi 3,76 0,59 

4. Limapuluh 4,04 0,64 

5. Senapelan 6,65 1,05 

6. Bukit Raya 22,05 3,49 

7. Marpoyan Damai 29,74 4,70 

8. Payung Sekaki 43,24 6,84 

9. Tampan 59,81 9,46 

10 Rumbai 128,85 20,38 

11. Rumbai Pesisir 157,33 27,09 

12. Tenayan Raya 171,27 100,00 

 Jumlah 632,26 100,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2023 

4.2 Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru awalnya merupakan 

bagian dari Direktorat Keuangan Daerah Kota Madya Pekanbaru. Berdasarkan 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tahun 1975, Bapenda dibentuk melalui Perda 

No. 5 tahun 1979 dengan struktur organisasi awal terdiri dari Kepala Dinas, Seksi 

Tata Usaha, Pajak dan Retribusi, IPEDA, serta Operasi Penagihan. Struktur ini 
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kemudian diperbarui melalui Perda No. 7 tahun 1979 sesuai Surat Keputusan 

Menteri Dalam Negeri tahun 1978, namun tetap mempertahankan susunan yang 

sama. Seiring dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan Kepmendagri No. 50 tahun 

2000, struktur Bapenda kembali direorganisasi melalui Perda No. 4 Tahun 2001 

yang direvisi dengan Perda No. 7 tahun 2001. Struktur baru ini lebih kompleks, 

mencakup posisi Wakil Kepala Dinas dan beberapa Sub Dinas. 

Visi Bapenda Kota Pekanbaru  

Mewujudkan pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak yang 

profesional menuju Pekanbaru Smart Madani City. 

Misi Bapenda Kota Pekanbaru 

Meliputi peningkatan pendapatan asli daerah, profesionalisasi sistem dan 

aparatur pengelolaan pajak, peningkatan koordinasi dan pengendalian, serta 

peningkatan kapasitas dan efisiensi unit kerja untuk layanan pajak yang prima. 
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Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru 

 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru,2024 

4.3 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Pekanbaru 

Kota Pekanbaru dalam sistem pelayanan terpadu sejak tahun 1999. 

Awalnya, pada tahun 1999, dibentuk Unit Pelayanan Umum Terpadu berdasarkan 

Keputusan Walikotamadya. Ini merupakan langkah awal dalam mengintegrasikan 

berbagai layanan pemerintah. Kemudian pada tahun 2005, terjadi peningkatan 

dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), meskipun masih berfungsi 

sebagai loket perwakilan SKPD. 

Tahun 2008 menandai langkah besar dengan dibentuknya Badan 

Pelayanan Terpadu, yang mulai beroperasi efektif pada 5 Januari 2009. Badan ini 
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menerapkan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service), yang 

merupakan peningkatan signifikan dalam pelayanan publik. Perkembangan 

selanjutnya terjadi pada tahun 2014 dengan transformasi menjadi Badan 

Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM). Perubahan ini menunjukkan 

fokus yang lebih besar pada aspek investasi dan pengembangan ekonomi daerah. 

Akhirnya, pada tahun 2017, lembaga ini berevolusi menjadi Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perubahan ini 

mencerminkan peningkatan status dan cakupan tanggung jawab lembaga tersebut. 

Visi DPMPTSP Kota Pekanbaru  

“Memiliki visi untuk menjadikan Pekanbaru sebagai kota tujuan investasi 

melalui pelayanan perizinan prima dan non prima.” 

Misi DPMPTSP Kota Pekanbaru  

“Menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kualitas 

layanan, menerapkan prinsip good governance, dan meningkatkan pengendalian 

penanaman modal.” 

Tugas DPMPTSP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Fungsinya meliputi 

perencanaan, penyelenggaraan urusan, pelayanan perizinan dan non-perizinan 

terpadu, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi. 
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Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

 

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,2024 

 

4.4 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 

Satuan Polisi Pamong Praja, atau yang lebih dikenal dengan singkatan 

Satpol PP, merupakan komponen penting dalam struktur pemerintahan daerah di 

Indonesia. Lembaga ini memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban dan 

ketentraman masyarakat, serta bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan 

daerah. Keberadaan Satpol PP diatur secara resmi melalui Peraturan Daerah, yang 

menetapkan organisasi dan tata kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP 
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memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian integral dari sistem 

pemerintahan daerah. Satpol PP memiliki struktur yang fleksibel, dapat dibentuk 

di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Struktur ini memungkinkan Satpol PP 

untuk beroperasi secara efektif di berbagai tingkat pemerintahan, menyesuaikan 

dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Di tingkat provinsi, 

Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggung jawab 

langsung kepada Gubernur. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Satuan 

ini berkoordinasi melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Struktur serupa juga 

diterapkan di tingkat kabupaten/kota, di mana Kepala Satuan Satpol PP 

bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru  

“Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram,  tertib dan taat 

hukum”. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata- kata kunci sebagai 

berikut: 

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma 

hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga 

terselenggara sensi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan 

tentram. 

2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata 

denan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
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guna mewujudkan kehiduan masyarakkat yang dinamis, aman, tentram 

lahir dan batin. 

3. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu/kolektif yang 

memahami bahwa hidup bermasyarakat,berbangsa dan bernegara terdapat 

ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi 

bersama agar kehidupan menjadi teratur. 

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 

”Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan 

ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.” 

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi PamongPraja Kota Pekanbaru 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat 

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan 

Perda,  ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong 

Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam 

melaksanakan tugasnya,  Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum,  

penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah. 

2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum 

3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah. 
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4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum serta penegakan Perda,  Keputusan Kepala Daerah 

dengan aparat Kepolisian Negara,  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

dan atau aparatur lainnya. 

5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan 

Keputusan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,  

Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut: 

6. Melakukan tindakan penertiban non yustisialterhadap warga masyarakat,  

aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas 

PeraturanDaerah atau Peraturan Kepala Daerah. 

7. Menindak warga /masyarakat,aparatur /badan hukum yang 

menggangguketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

8. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan 

masyarakat. 

9. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,  aparatur / 

badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau 

Peraturan Kepala Daerah. 
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Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Pekanbaru 

 

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru,2024 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan maka dapat 

diketahui bahwa koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam penertiban 

reklame di kota Pekanbaru belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat di lihat dari 

indikator penelitian yang meneliti 4 indikator yaitu komunikasi, 

kerjasama,sinkronisasi dan integrasi/kesatuan tindakan 

Pertama,Komunikasi yang baik harus diutamakan dalam setiap aktivitas 

agar informasi yang memerlukan koordinasi dapat didistribusikan dengan lancar 

dalam Koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam Penertiban Reklame di 

Kota Pekanbaru menunjukkan adanya alur komunikasi dan penggunaan media 

komunikasi berupa surat dan telepon seluler menunjukkan upaya untuk menjaga 

keseimbangan antara formalitas dan fleksibilitas dalam koordinasi, namun dalam 

hal efektivitas konsistensi pertemuan rapat ditemukan menurun.  

Kedua, Kerjasama merupakan sekumpulan individu yang berkoordinasi 

untuk mewujudkan satu tujuan yang sama pada koordinasi antar organisasi 

perangkat daerah dalam Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru adanya partisipasi 

antara Bapenda dengan memberi data perpajakan dan pengawasan di lapangan, 

DPMPTSP berpartisipasi dengan tugas pokok dan fungsi nya yaitu dalam 

memberikan data IMB reklame, dan Satpol PP melakukan eksekusi terhadap 
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reklame yang bermasalah dengan dukungan data dari Bapenda Dan DPMPTSP. 

Pada mekanisme kerjasama terdapat kendala pada waktu lamanya untuk 

penyelesaian permasalahan reklame yang tidak taat aturan dikarenakan belum 

adanya penetapan standar waktu mengakibatkan lamanya penindakan pelanggaran 

reklame.  

Ketiga, Sinkronisasi dengan adanya sinkronisasi maka akan mengurangi 

tugas-tugas yang saling tumpang tindih yang dibuat dalam bentuk pembagian 

tugas pada badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) pembagian tugas tersebut telah berjalan namun pada kesamaan data di 

era digital terkait hasil pengawasan pada reklame berukuran 8m
2
 ditemukan ada 

perbedaan pada data tersebut karena masih penggunaan sistem pendataan manual 

oleh ketiga instansi. Sistem ini rentan terhadap kesalahan manusia dan 

ketidakkonsistenan data, yang pada gilirannya dapat menghambat efektivitas 

koordinasi.  

Pada integrasi/kesatuan tindakan ialah usaha untuk menyatukan tindakan-

tindakan berbagai instansi sehingga memperoleh suatu kebulatan pemikiran dan 

disepakati bersama. Dalam Koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam 

Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru sudah berjalan namun implementasinya 

dalam hal anggaran masih terbatas sehingga tidak mencapai kesepakatan target 

dalam pelaksanaan penertiban reklame. 
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6.2 Saran  

  Untuk mengoptimalkan pengelolaan data reklame perlu pengembangan 

platform digital berbasis web yang mengintegrasikan berbagai administratif 

terkait reklame. Dengan system yang berisikan pengurusan perizinan berbasis 

online serta mecakupi Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Data Izin 

Penayangan,Data Perpajakan data reklame yang bermasalah disertai pemetakan 

lokasi reklame tersebut. Tujuan adanya sistem ini adalah menciptakan kemudahan 

penyelenggara reklame agar mudah dalam membuat izin serta sinkronisasi data 

yang dapat diakses oleh seluruh anggota tim reklame, sehingga menjamin 

konsistensi informasi. Dengan menyediakan platform terpusat untuk sinkronisasi 

data tahunan, sistem ini akan membantu pengambilan keputusan berbasis data dan 

meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan reklame. Kedua, Dalam upaya 

meningkatkan efektivitas koordinasi penertiban reklame di Kota Pekanbaru perlu 

melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif 

daerah dengan keterlibatan DPRD dapat memberikan hal dalam penanganan 

masalah terutama dalam pengawasan, penganggaran, dan pembuatan kebijakan 

yang mendukung upaya penertiban reklame. Ketiga, Badan Pendapatan Daerah 

selaku Ketua dalam Tim Reklame segera mencanangkan dan menyusun SOP 

penetapan waktu terkait penindakan pelanggaran reklame agar penertiban reklame 

dapat segera dilaksanakan 
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LAMPIRAN 

 

Wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

(Bapak Bagas Ndaru Kartiko Se, M.Si, ) 

 

Wawancara dengan pihak DPMPTSP (Bapak Quarte Rudianto S, H) 
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Wawancara Dengan Pihak Satpol Pp 

(Bapak Hengki Marlinton S,Sos) 
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Pedoman wawancara 

Nama : Reza suwarni  

Prodi : Administrasi negara 

Judul : Koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam Penertiban 

Reklame di Kota Pekanbaru  

1.Komunikasi adalah bentuk penyampaian informasi dari satu pihak kepada 

pihak lain guna mencapai pemahaman bersama. 

 Komunikasi antara Organisasi perangkat daerah (OPD) satu dengan 

Organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. 

 Menyelenggarakan rapat  

1. Bagaimana pendapat bapak tentang bentuk komunikasi koordinasi yang 

dilakukan Bapenda dengan OPD lain dalam penertiban reklame?apakah 

ada dasar hukum nya ? 

2. Bagaimana alur informasi untuk penertiban reklame ini ? 

3. Apakah ada menyelenggarakan rapat khusus dengan OPD lain terkait 

penertiban reklame? Berapa kali ? Media apa dan apakah ada ketentuan 

frekuensi dalam rapat tersebut ?  

2.Kerja sama merupakan upaya atau proses yang melibatkan berbagai individu 

untuk mencapai tujuan bersama. 

 Partisipasi Keterlibatan Organisasi perangkat daerah (OPD) 

 Mekanisme kerja sama  

Pertanyaan  

1. Bagaimana bentuk partisipasi dan keterlibatan OPD lain dalam penertiban 

reklame yang dikoordinasikan oleh Badan Pendapatan Daerah?apakah ada 

dasar hukum nya ? 

2. OPD apa saja yang terlibat berpartisipasi dalam penertiban reklame yang 

dikoordinasikan oleh Badan Pendapatan Daerah? 

3. Bagaimana mekanisme kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah 

dengan OPD lain dalam pelaksanaan penertiban reklame? 

4. Dari proses kerja sama apakah ada yang belum maksimal dari proses 

penertiban tersebut?apa kendalanya ? 

5. Apa saja hasil yang sudah di dapatkan dari proses kerja sama terkait 

penertiban reklame ini ?  
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3.Sinkronisasi merupakan usaha untuk menyelaraskan kegiatan untuk tercipta 

keserasian dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan 

 Pembagian tugas 

 Kesamaan data penyelenggara reklame 

Pertanyaan  

1. Bagaimana pembagian tugas yang dilakukan ? 

2. Bagaimana proses pendataan penyelenggara reklame yang dilakukan oleh 

Badan Pendapatan Daerah? Apakah menggunakan sistem khusus atau 

aplikasi tertentu? 

3. Bagaimana proses sinkronisasi data penyelenggara reklame antara Badan 

Pendapatan Daerah dengan OPD lain terkait (seperti Dinas Tata Ruang, 

Satpol PP, dll)? 

4. Apakah terdapat kendala dalam menjaga kesamaan dan keakuratan data 

penyelenggara reklame? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya? 

5. Seberapa sering dilakukan update data penyelenggara reklame untuk 

menjaga kesesuaian dengan kondisi terkini? 

4.Integrasi Atau Kesatuan Tindakan adalah upaya untuk menyatukan tindakan 

dari berbagai OPD sehingga terbentuk suatu kesatuan tindakan yang terfokus pada 

sasaran yang telah disepakati bersama. 

 Pembentukan satgas dari gabungan Organisasi perangkat daerah (OPD). 

1. Apa bentuk kesatuan tindakan yang dilakukan ? 

2. ada pembentukan satuan tugas (operasi) khusus yang melibatkan gabungan 

OPD untuk penertiban reklame? Jika ada, OPD apa saja yang tergabung? 

3. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam operasi gabungan 

terkait penertiban reklame? 

4. Apakah penertiban gabungan itu sudah terlaksanakan? Sudah berapa kali 

dlaksanakan? 
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